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PERATURAN BUPATI PURWORF^}O
NOMOROzTAHUN {21

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER,.IA BADAN PENGEI.OI"AAN KEUANGAN,

PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE"IO,

F-

r--_r

Menimbang

Mengingat

batrwa unhrk melahsanakan ketenttran Pasal 10
Peraturan Daerah Kabupaten Pr,rnnrorejo Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Pembenhrkan dan Susunan
Perangkat ' Daerah I(abupaten 'Rlrworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan F\rngsi, serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daeratr Ikbupaten Purnrorejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar N"gata
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang
Pembenhrkan Daeratr-Daeratr l(abupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jaura Tengatr (Berita Negara
Republik Indonesia Tatrun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintatran Daeratr (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telatr diubatr beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undarrg Nomor 11 Tatrun 2O2O

tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2!5, Tambahart
krrlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6
tentang Perangkat Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor ll4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana teLah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 187, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 64O2);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O19 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2L tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Punrrorejo (kmbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pu*orejo
Nomor 4);

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER"IA BADAN PENGELOI"AAN
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN
PURWORF^IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah
2. Pemerintahan

Purworejo.
adalahDaerah Urusan

Pemerin tahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Pemerintahan Daerah

4.
Pemerintahan yang menjadi

6. Kepala Badan
yang selanj

7.
8.

Purworejo.

melaksanakan Urusan
Daerah otonom.

9.
10.
11.

L2.

5.

16.

Daerah, yang
Pengelolaan

Unit
kerja
dau.rl

13. Kepala Unit Pelaksana

Su

adalah
kegiatan
tertentu.

kepala
teknis

unit

Keuangan, dan Aset

yang

awab kepada
o.

l4.Aparatur Sipil Negara adalah
pegawai
instansi

tah dengan

15. Jabatan adalah jabatan
dan tugas
berdasarkan

berkaitan dengan
pada

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
Kedudukan

(1)

profesi bagi pegawai negeri sipil dan
perjanjian kerja yang bekerja pada

yang berisi fungsi
fungsional yang

keahlian dan keteram tertentu.

Fungsional pada
adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara

Instansi Pemerintah.

Pasal 2

BPKPAD berkedudukan di bawah dan
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

(2) BPKPAD dipimpin oleh Kepala BPKPAD.
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Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi
penunjang urusan keuangan sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
BPKPAD menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebljakan teknis bidang Perencanaan anggaran daerah,

perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,
pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah
serta pajak daerah;

b. pelaksanaan kebljakan teknis bidang penencanaan anggaran daerah,
perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,
pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah
serta pajak daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penencanaan Ernggaran
daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah, pengelolaan barang rnilik daerah, pengelolaan pendapatan
daerah serta pajak daerah;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPAD; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BPKPAD, terdiri atas:
a. Kepala BPKPAD;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
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d. Bidang Perbendaharaan Daerah;
e. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah;
f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
g. Bidang Pengelolaan Pendapa.tan Daerah;
h. Bidang Pajak Daerah;
i. UPT; dan
j. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi BPKPAD adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala BPKPAD

Pasal 6

Kepala BPKPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BPKPAD;

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (ll
tugas melaksanakan koordinasi dalam perumusan
kebijakan teknis dan tugas bidang, serta
memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan BPKPAD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebiiakan teknis;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;

a.
b.
c.
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d.
administrasi keuangan;

pelayanan dan

pelayanan dane.
administrasi umum dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 1O

(1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huurf a dan b,
oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan

koordinasi serta pengelolaan kegiatan urusan keuangan melalui
penetapan sebagai Subkoordinator Keuangan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepa.da Sekretaris.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dljabat oleh
Pejabat Fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas sebagai Subkoordinator,

Pasal 11

Subbagian tugas bahan
perumusan dan melaksanakan keb[iakan teknis,
mengendalikan administrasi perencanaan, yang meliputi

melayani dan

a. penganggaran dan pengevaluasi
kinerja;

b. menyusun perjanjian kinerja; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi :
a. administrasi barang milik daerah;

administrasi umum;
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c.
d.
e.
f.

pengadaaan barang milik daerah;
Jasa;

pemeliharaan barang milik daerah;
administrasi kepegawaian;dan

g. melaksanalran tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai tugas jabatannya.

Pasal 13

Keuangan mempunyai tugas bahan

a.
b.

perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis,
mengendalikan administrasi keuangan yang meliputi :

melayani dan

administrasi keuangan;
administrasi pendapatan daerah; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai tuga.s jabatannya.

Bagran Keempat
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 14

(l) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.

(2) Bidang
Bidang.

Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala

Pasal 15

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebageim ra dimaksud pada
pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas mempunyai tugas
bahan perumusan kebljakan teknis, koordinasi,
membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidalg perencanaan
dan penyusunan rencErna anggaran daerah, analisis perencanaan dan

belanja transfer serta data dan informasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebiiakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pelaksanaan tugas bidang perencanEran dan
pen5rusunan anggaran daerah;

penrmusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas bidang analisis perencanaan dan
peLaksanaan belanja transfer;

b.
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c.

d.

penlapan perumusan kebiiakan teknis, pembinaan dan
tugas bidang data dantugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaBPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

(l) Susunan Organisasi Bidang Anggaran Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) huruf c, terdiri dari:a. Subbidang dan
b. Subbidang Analisis

Transfer; dan
Perencanaan dan

Anggaran Daerah;
Pelaksanaan Belanja

c. Jabatan

(2) Subbidang sebagaimsns dimaksud pada ayat (f) huruf a dan bdipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan
Daerah.

jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran

(3)

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf diiabatoleh pejabat fungsional dengan jenjang ahlimuda atau pelaksana senior yang dengan diberikan tugastambahan tugas dan pengelolaankegiatan sesuai dengan

a.

Subbidang dan Anggaran Daerahmempunyai tugas bahan perumusan dankebiiakan teknis serta pembinaan bidang perencanaan danpen]rusun€rn ErnggarErn daerah, yang meliputi:

daerah, meliputi:
koordinasi dan pen]rusunan rencana Ernggafan

koordinasi dan penJrusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan prioritas dan Plafond Anggaran Sementara(PPAS);
2. melaksanakan penJrusunErn perubahan Kebljakan

perubahan Prioritas dan Plafond

tugas masing

Pasal 18

Inasrng.

I.

3.
Anggaran Satuan

penJrusunan dan verifikasi Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKA_SKPD|;
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$ v I

r

Keg'a dan

a

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.56&t=9


4. melaksanakan koordinasi, pen5rusunan dan verilikasi perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD);

5. melaksanakan koordinasi, pen5rusunan dan verifikasi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD);

6. melaksanakan koordinasi, pen5rusunan dan verilikasi perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD);

7. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah

8.

tentang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) dan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

koordinasi dan penyusunan peraturan daerah
tentang perubahan Anggaran Pendapatan
(APBD) dan peraturan kepala daerah

koordinasi perencanEran anggarErn belanja daerah;
koordinasi perencanaan Ernggaran pembiayaan;

pemerintah daerah.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sesuai tugas jabatannya.

2.
3.

Pasal 19

Subbidang Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Transfer
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebljakan teknis serta melakukan pembinaan bidang analisis
perencanaan dan pelaksanaan belanja transfer, yang meliputi:
a. menyelenggarakan penunjang urusan kewenangan pengelolaan

keuangan daerah, meliputi:
1. melakukan pengelol:ran dana cadangan pemerintah daerah;

dan Belanja Daerah
tentang penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. melaksanakan koordinasi dan pen5rusunan

kebliakan bidang anggaran;
10. melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran

regulasi serta

11. melaksanakan
12. melaksanakan

dan
13. melakukan perencanaan penganggaran daerah

analisis investasi pemerintah daerah;
analisis perencanaan dan

penerfunaan pinjaman pemerintah daerah;
4. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran

cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah;
5. melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian

pinjaman daerah;
6. melakukan analisis perencanaan dan

kembali pinjaman daerah;
7. melakukan penyusunan kebljakan dan alokasi subsidi;
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8. melakukan analisis perencanaan dan

pengelolaan dana darurat dan mendesak; dan

bantuan
keuangan;

9. melakukan

b.
1O. melakukan pengelolaan dana bagi hasil daerah.

Bidang
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Anggaran Daerah sesuai tugas j
Pasal 2O

Subkoordinator Data dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai
tugas bahan perumusan dan kebijakan
teknis serta melakukan pembinaan bidang Data dan Informasi
Keuangan Daerah, yang meliputi:
a. melakukan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi

pemerintah daerah lingkup keuangan daerah, meliputi:
1. melakukan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan

sistem informasi
daerah;

2. melakukan implementasi dan pemeliharaan
pemerin tah daerah bidang keuangan daerah; dan

3. melakukan pembinaan
bidang keuangan daerah

sistem informasi pemerintah daerah
pemerintah daerah.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perencanaan Daerah sesuai

Bagan Kelima

tugas jabatannya.

Bidang Perbendaharaan Daerah

Pasal 21

(1) Bidang Perbendaharaan Daerah berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPKPAD.

(2) Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal22

Bidang
ayat (1
teknis,

) mempunyai tugas
Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21

bahan perumusan kebijakan
melaksanakan koordinasi, membina dan

tugas bidang Pengelolaan Kas Daerah,
Daerah serta penatausahaan belanja pegawai dan pembiayaan daerah.

Pasal 23

Dalam
Bidang

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasel 22,
Daerah menyelenggarakan fungsi:

perumusan bahan kebljakan teknis, koordinasi,
dan tugas bidang

a.

'l $ I T7
d

I

pengelolaan kas daerah;
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b. penyrapan
pembinaan

perumusan bahan
dan

kebijakan teknis, koordinasi,
pelaksanaan tugas bidang

perbendaharan daerah;
c. penJnapan perumusan bahan kebiiakan teknis,

pembinaan dan

d.
belanja pegawai dan pembiayaan daerah; dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
sesuan dengan tugas dan fungsi.

Pasa724

tugas bidang

(1) Susunan Organisasi Bidang Perbendaharaan Daerah
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
b. Subbidang Perbendaharaan Daerah; dan
c. Jabatan Fungsional.

dipimpin oleh Kepa1a Subbidang yang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a dan b,
berada di bawah dan

Perbendaharaan Daerah.

(3) Jabatan Fungsional FIi dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan Pejabat yang bertugas
koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang
belanja pegawai dan pembiayaan daerah melalui penetapan sebagai
Subkoordinator Penatausahaan Belanja Pegawai dan
Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah.

(4) Subkoordinator dimaksud pada ayat (3) diiabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan tugas dan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 25

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyal tugas
bahan perumusan dan kebliakan teknis serta
melakukan pembinaan di bidang Pengelolaan l(as Daerah, yang
meliputi:
a. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah,

meliputi:
melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
melakukan
sebelumnya

pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun

3. melaksanakan pelaksanaan
penerbitan anggaran kas dan Surat
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4. melaksanakan fasilitasi, asistensi,
supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana
dan dana transfer lainnya;

5. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan keg'asama dan
pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank
dan lembaga keuangan bukan bank; dan

6. meLakukan koordinasi dan pen5rusunan laporan realisasi
dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan

b. melaksanakan

pemungutan / pemotongan
Fihak Ketiga (PFK).
tugas kedinasan lain yang di

dan penyetoran

berikan oleh Kepala
Bidang Perbendaharaan Daerah sesuai tugas

Subbidang Perbendaharaan
bahan perumusan dan
melakukan
meliputi:
a. melakukan koordinasi dan

meliputi:
l. menyusun petunj

berkaitan dengan

Pasal 26

Daerah mempunyai tugas
melaksanakan kebljakan teknis serta

di bidang Daerah, yang

pengelolaan perbendaharaan daerah,

uk teknis administrasi yang
dan kas serta

penatausahaan dan pertanggungiawaban sub kegiatan;
2. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas

serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi
terkait;

3. melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan dan penelitian
Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian pembebanan
Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Non Gaji;dan

4. Melaksanakan proses pengesahan atas dan belanja
daerah di luar pengelolaan Bendahara Umum Daerah.

b. melaksanakan pengendalian di bidang perbendaharaan daerah;
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perbendaharaan Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal27

Penatausahaan Belanja Pegawai Dan Pembiayaan
bahan perumusan danDaerah mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan telceis serta melakukan pembinaan di bidang
penatausahaan belanja pegawai dan pembiayaan daerah, yang
meliputi:
a. melakukan koordinasi dan pengelolaan

meliputi:
daerah,

1. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah;
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2. melakukan koordinasi
yang timbul akibat

piutang dan utang daerah
kas, analisis

pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai
kas; dan

3. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan daerah
b. melaksanakan pengelolaan belanja pegawai;
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberil€n oleh Kepala

Bidang Perbendaharaan Daerah sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 28

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD.

(2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh
Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan

tugas bidang akuntansi daerah,
awaban APBD, serta peLaporan keuangan daerah.

Pasal 3O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan kebljakan teknis,

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang akutansi
daerah;

b. penyiapan perumusan bahan kebljalran teknis, koordinasi,
dan pelaksanaan tugas bidang

Pertanggungi awaban APBD ;

c. penyiapan perumusan bahan kebiiakan teknis,
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pelaporan
keuangan daerah; dan

d. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.
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Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Bidang Akuntansi dan pelaporan Keuangan
Dagyh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf ayat (l[ e,
terdiri dari :

a. Subbidang Akuntansi Daerah;
b. Subbidang Pertanggungiawaban APBD; dan
c. Jabatan Fungsional

(2) Subbidang seb+gaimena dimaksud
dipimpin oleh Kepala Subbidang
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah.

(3) Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan

koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang pelaporan keuangan
daerah melalui penetapan sebagai Subkoordinator Pelaporan

pada ayat (1) huruf a dan b,
yang berada di bawah dan

(4) Subkoordinator sebageimana dimaksud pada ayat (3) dljabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing

Keuang,an Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah.

Pasal 32

perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan
pembinaan di bidang Akuntansi daerah, yang meliputi:
a. melakukan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah, meliputi:
l.melaksanakan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan

dan pengeluaran kas daerah;

Subbidang Aktrntansi Daerah mempunyai tugas bahan

2. melaksanakan rekonsiliasi dan verilikasi aset, kewajiban,
ekuitas,
beban;

belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan

3. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan
laporan keuangan pemerintah daerah;

4. melaksanakan pen5rusunan kebijakan dan panduan teknis
operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah; dan

5. melaksanakan penJrusunan sistem dan prosedur akuntansi dan
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan
tugas jabatannya.
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Pasal 33

serta
yang

a. melakukan koordinasi dan akuntansi dan pelaporan
kauangan daerah, meliputi:
1. melaksakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungiawaban

semesteran;APBD bulanan, triwulanan dan
2. men5rusun analisis laporan pertanggungiawaban pelaksanaan

3. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang
kabupaten
penjabaran

pelaksanaan APBD
kepala daerah tentangdan rancangan peraturan

pelaksanaan APBD;dan
4. menyusun l.aporan Hasil

Pemeriksaan |:ITK awaban

b.
pelaksanaan APBD.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan
tugas jabatannya.

Pasal 34

tugas
teknis

serta melakukan
yang meliputi:

pembinaan di bidang pelaporan keuangan daerah,

a. melaksanakan koordinasi dan akuntansi dan
pel,aporan keuangan daerah, meliputi:
l.melaksana.kan Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
2. melaksanakan koordinasi dan

Pemerintahan Daerah;
Penyusunan statistik keuangan

3. melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah;dan

4. melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan
tugas jabatannya.

Bagian
Bidang Pengelolaan

Ketujuh
Barang Milik Daerah

Pasal 35

(1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD.

(2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala
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Pasal 36

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas bahan perumusan
kebljakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penatausahaan barang milik
daerah, dan optimalisasi barang milik daerah, dan
perencanaan barang milik daerah.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 36,
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan keb{jakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang
penatausahaan barang milik daerah;

b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan tugas bidang
pengendalian dan optimalisasi barang milik daerah;

perumusan bahan kebijakan teknis, koordinasi,c.
pembinaan dan tugas bidang
perencanaan barang milik daerah;dan

d. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari :

a. Subbidang
b. Subbidang

dan

Barang Milik Daerah;
Barang Milik Daerah;

c. Jabatan Fungsional.

(2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b,
oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan

koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang perencanaan barang
milik daerah melalui penetapan sebagar
Perencalaan Barang Milik Daerah yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah.
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(a) Sgbkoordinator sebagaimana dimaksud pa.da avat (Bl diiabat olehpejabat $pssionat dqnsan jenjang set<ur;ng_ku;;d;6;h[ il;;atau pelaksana senior .yang- ditunjuk djngan d-i#rik-;- tG;;
111l$:l mengoordinasikan-pelaksinaan tulas a", p.rg"fiiil
Kegratan sesuar dengan tugas masing masing.

Pasal 39

Subbidags Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunvai tusasmelnapfal bahan perumusan din melaksanakan x"U!rf.i, t"6i"
::g-*"!ryk"T. pembinaan di bidang penatausahaan l"org ;ilik
oaeria.n, yang melrput:
a. Melakukan pe.ngelolaan barang milik daerah, meliputi:

1. melaksanakan penatausahaan Barang Uiiik Dderah;
2.melaksanakan Koordinasi pelaksafraan Rekonsiliasi dalam
_ Rangka Pen5rusunan Laporan Barang Milik Daerah;
3. melaksanakan Inventarisasi Aarangldilik Daerah; ian
4. melakukan 

- 
pembinaan pengelolaan barang' milik daerahpemerintah daerah.

b. melaksanakan Konsoridasi penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah dari SKPD;dan

c. me.laksanakan tugas kedinasg!-_-laq yang diberikan oleh Kepala
Pr-dang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tigasjabatannya.

Pasal 40

subbidang. Pengendalian dan optimalisasi Barang Milik Daerah
lngrllplnyai -tugas menyiapkan bahan perumusan adir metatsanat ilkebua*an teknis serta melakukan pembinaan di bidang pengendarian
dan optimalisasi barang milik daerair yang meliouti: "a. melakukan pengelolaan barang milik d'aerah, meliputi :

1. melaksanaan pengamanan barang milik dierahi
2. melaksanaan koordinasi hasil pefrhian barang'milik daerah;
3. me-laksanakan, pengawasan dan pengendalian "r;g"Li;-b"""rg

milik daerah; dan
4. melaksanakan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan.

pemindahtanganan, pemusnahan <ian !6nghapu"."'b"odn ilitdaerah.
b. meraksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Keoala

Etctang pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal 41

Subkoordinator Perencanaan Barang Milik Daerah mempunvai tusasmenyiapkan bahan perumusan dari melaksanakan i"uij.ti" t"Ei"serta .melakukan- pembinaan di bidang perencanaan riarang IvtilikDaerah , yang meliputi:
a. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, meliputi:l. melaksanalan Penyusunan Standar Harga;
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2. melaksanakan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;dan

3. melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
b. melaksanakan hrgas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepa.la

Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah sesuai tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 42

(1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepa.da Kepala BPKPAD.

(2) Bidang
Bidang.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala

Pasal 43

Bidang Pengelolaan Pendapa.tan Daerah sebagaimana dimaksud pada
pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas bahan perumusan

membina dankebljakan teknis, koordinasi,
tugas bidang dan

Pengembangan Pendapatan Daerah, serta Pengendalian dan Pelaporan
Pendapatan Daerah.

Dalam

Pasal 44

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan bahan telsds,

dan tugas bidang
penencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

b. penyiapan perumusan bahan kebliakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan tugas bidang
pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 45

(1) Susunan Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

dan
b. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
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(2t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan jawab
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 46

Subbidang dan Daerah
mempunyai tuga.s menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang perencanaan dan
pengembangan pendapa.tan daerah, yang meliputi:
a. menJrusrrn dan melaksanakan nencana dan program kerja di bidang

Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
b. melaksanakan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah
c. menJrusun dan mengoordinasikan data potensi pendapatan asli

daerah;
d. mengoordinasikan pen5rusunan target pendapa.tan daerah ;
e. melaksanakan data bagi hasil untuk desa dari

pajak daerah dan retribusi daerah;
f. menyusun Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
g. menlnlsun Analisa dan Pajak Daerah, serta

Penyusunan Keblialcan Pajak Daerah;
h. melaksanakan evaluasi di bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pendapatan Daerah;
i. menyusun laporan di bidang dan Pengembangan

Daerah; dan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Daerah sesuai dengan tugas
J.

J

Pasal 47

Subbidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang pengendalian dan pelaporan pendapatan
yang meliputi:
a. men5rusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah,
b. melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian dan pelaporan

pendapatan daerah,
c. melaksanakan pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah,
d. melaksanakan Pembinaan dan

Daerah dan Retribusi Daerah
Pengawasan Pengelolaan Pajak

e. melaksanakan evaluasi di bidang pengendalian dan pelaporan
pendapatan daerah,

f. menyusun laporan di bidang
pendapatan daerah,; dart

dan pelaporan
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g. melaksanakan tugas
Bidang Pengelolaan

kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas

Bagan Kesembilan
Bidang Pajak Daerah

Pasal 48

(1) Bidang Pajak Daerah berkedudukan di bawah dan
jawab kepada Kepala BPKPAD.

(2) Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 49

Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1)
mempunyai tugas bahan perumusan teknis,
melakanakan
tugas bidang

membina dan
pengembangan, pendataan dan penilaian pajak daerah,
dan penagihan pajak daerah serta dan

penetapan pajak daerah.

Passl 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pa.sal 49,
Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan bahan kebliakan teknis,
pembinaan dan tugas bidang

dan penilaian pajak daerah;
b. penyiapan perumusan bahan keb[jakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan tugas bidang
pengendalian dan penagihan pajak daerah;

perumusan bahan kebiiakan teknis,c.
dan tugas bidang Pela5ranan

dan penetapan pajak daerah; dan
d. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
ddam Pasal 5 huruf h, terdiri dari:
a. Subbidang Pengembangan, Pendataan Dan Penilaian Pajak

Daerah;
b. Subbidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah; dan
c. Jabatan Fungsional.
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(2) Subbidang FIA dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b,
dipimpin oleh Kepala Subbidang 5rang berada di bawah dan

jawab kepa.da Kepala Bidang Pajak Daerah.

(3) Jabatan Fungsional bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta
kegiatan Bidang Pajak Daerah, melalui penetapan sebagai
Subkoordinator Pelayanan dan Pajak Daerah sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pajak Daerah.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang- ahli muda
atau pelaksana se or yang dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan
kegiatan sesuai dengan tuga.s masing masing.

Pasal 52

Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah,
mempunyal tugas bahan perumusan dan

melakukan bidang pengembangan,
dan penilaian pajak daerah, meliputi

kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, yang

kebljakan teknis serta

a.

1

2

3
Data Pajak Daerah;

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
Pemetharaan, dan Pelaporan Basis

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PtsBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Daerah meliputi Pajak Hotel,4 Penilaian Pajak
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame,
Pajak Mineral Bukan Iagam Dan Batuan, Pajak
Jalan Umum, Pajak Sarang Burung Walet Dan Pajak Parkir; dan

dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak5
Daerah.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pajak Daerah sesuai tugas j abatannya.

Subbidang Pengendalian

Pasal 53

dan Penagihan Pajak Daerah
tugas bahan perumusan dan kebljakan
teknis serta melakukan bidang dan
penagihan pajak daerah, yang meliputi :

a. melaksanakan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, yang

melaksanakan Penagihan Pajak Daerah;
Perryelesaian Keberatan Pajak Daerah;
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3. melakukan pengendalian, pemeriksaan
daerah; dan

4. melakukan penelitian dan verifikasi data

dan pengawasan pajak

pelaporan pajak daerah.
b. melaksanal<an

Daerah;dan
c. meLaksanakan

restitusi dan kompensasi Pajak

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pajak Daerah sesuai tugas jabatannya.

Pasal 54

Subkoordinator Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
teknis serta melakukan pembinaan bidang pelayanan dan
pajak daerah yang meliputi :

a. melaksanakan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, meliputi:
1. melaksanakan wajib pajak daerah;

dan konsultasi pajak daerah;2. melaksanakan pelayanan
3. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan

pajak daerah;dan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

(1) Untuk
teknis

kebliakan

4.
b.

Bidang Pajak Daerah sesuai tugasjq

Bagan Kesepuluh
UPT

Pasal 55

tugas teknis dan/atau tugas
penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
UPT yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala
BPKPAD.

Pasal 56

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (l)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kesebelas
Jabatan Fungsional

Pasal 57

(1) Pejabat sebagai pelaksana teknis

L f 1
6r 7

n fi I q T
,TN f

tungsional pada BPKPAD.
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(2) Pejabat
berkedudukan di bawah dan
kepada Pejabat

(3)

(4) Jenis
ayat (

(5)

dimaksud pada ayat (1)
jawab sg*tr{-r

Pembinaan
pada ayat
undangan.

Tinggi Pratama,

BAB TV

TATA KER.'A

Pasal 59

tugasnya

atau Pejabat memiliki tan dengan
pelaksanaan tugas abatan

pada
tugas

ayat
dan

ban ke{a

dimaksud pada

abatterhadap Pej
(1), dilakukan

sebagaimana dimaksud
sesuar ketentuan peraturan perundang-

Pasal 58

Jabatan
Jabatan

manajemen

Sekretaris,

melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan
dan kebljakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6O

Subbagian, I(epala
dalam

Kepala Subbagian, Kepala
Kepala UPT dan Jabatan

sesuat bidang
tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas,

Pasal 61

Kepala BPKPAD Kepala
, KepalaBidang, Kepala Su

UPI dan Jabatan w4iib
Subbidang,

prinsip koordinasi,
bboglan,

baik ke

,! 6r 7
1 j{_ ,fi,

yang meliputi penencanaan,
, monitoring evaluasi dan pelaporan
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(1) Kepala BPKPAD, Sekretaris,
Kepala Su

(2) Kepala
Kepala

(3) Dalam menyampaikan
tembusan laporan
lain yang secara

(4) laporan

Su
di

diangkat
ketentuan

Pasal 62

mempunyal

Pasal 65

Subbagian,

dan mem
tugas bawahan

kerja.

sFJtErl

diterima oleh Kepala BPKPAD,
Bidang,

dan Kepala
Subbagian, Kepala Subbidang,

UPT dari bawahan dapat diolah dan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan

bahan untuk memberikan kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 63

dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai

Pasal 64

BPKPAD Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
di

(1) BPKPAD dan jenis jabatan
aparatur jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara dimaksud pada ayat (1) dilalrukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per I (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan

wajib
sipil

fi'6
,h ? T 9f ?

7
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VI

KEtrENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku peraturan Bupati
Purworejo Nomor 75 Tahun 2O2l tentang Kedudukan, Susunan

Tlrgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (Berita

Daerah l(abupaten Purworejo Tahun 2O2l Nomor 75 Seri D Nomor 22),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini muLai berlaku pada tanggal L Januari2022.

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

di:
pada tanggal : 2l artt-fG. t21

r BUPATI

6 AGUS

di : Purworejo
pada tanggal : !l trgilrlc 2f2i

SEKRETARIS DAERAH KAB PURWORE.IO

( sero RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN a2r NOMOR|.2SERI DNOMOR 4,
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rl

I,AMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.'O
NOMOR I'I TAHUN 

'41TENTANG
I(EDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FIjNGSI SERTA TATA KER.JA BADAN PENGELOI,AAN
KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWORE.IO

BUPATT PURWOREIOJ

6

!

SUBBAGIAN
PERENCANAAN

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGA1VAIAN

JABATAN
FUNGSIONAL

SI'BBIDANG
PERENCANAAN DAN

PENYT.,SIJNAN
ANGGARA/IN DAERAH

BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN DAERAH

SUBBIDANG
ANALI$S

PERENCANAAN DAN
PEIAXSANAAN

BEIANJA TRANSFER

JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG AKUNTANSI DAN
PEI.APORAN KEUANGAN

DAERAH

SUBBIDANG AI(I'NTANSI
DAERAH

SUBBIDANG
PERTANGGIJNGJAWABAN

APBD

JABATAN
FUNGSIONAL

KEPAI,A
BPKPAD

JABATAN
FI,.INGSIONAL

BIDANG
PERBENDAHARAAN

DAERAH

BIDANG PENGEIOI,AAN
BARANG MIUK

DAERAH

JABATAN
FI,.INGSIONAL

BIDANG PENGEK'I"AAN
PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PAJAK
DAERAH

SI'BBIDANG
PENGEI,oI.IIAN I(AS

DAERAH

SI'BBIDANG
PENATAUSAHAAI{

BARANG MIUK
DAERAH

SIJBBIDANG
PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN
PENDAPATAN DAERAI{

SIJBBIDANG
PENGEMBANGAN,

PENDATAAN DAN PENIIIIAN
PNAK DAERAH

SI,BBIDANG
PERBENDAHARAAN

DAERAH

SI,,B BIDANG
PENGENDALIAN DAN

OPnMALISASI
BARANG MIUK

DAERAI{

SUBBIDANG
PENGENDAIIAN DAN

PELAPORAN
PENDAPATAN DAERAH

SIJBBIDANG PENGENDAJIAN
DAN PENAGI}IAN PA'A(

DAERAH

JABATAN
FUNGSIONAL JABAfAN

ruNGSIONAL

T ?
1?

8

0l al tr
1
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